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Abstrak 

Masyarakat Desa Semagung mayoritas bermata pencaharian utama sebagai 

petani dan buruh tani, sedangkan praktik nggadoh kambing hanya sebagai 

pekerjaan sampingan untuk menambah penghasilan (tabungan) apabila di 

kemudian hari memerlukan dana yang cukup besar maka  kambing yang 

dinggadoh bisa dijual dan diperoleh hasilnya. Perjanjian ini dilakukan dengan 

cara yang sederhana, hanya dengan kesepakatan secara lisan yang disepakati 

antara lain; jumlah pembagian keuntungan akad nggadoh kambing sudah 

ditentukan pada awal kesepakatan dengan menggunakan sistem maro apabila 

pembagian keuntungan dengan cara dihargai namun apabila dengan cara milih 

menggunakan sistem maro bati, semua biaya pemeliharaan termasuk penyedian 

kandang, mencari rumput untuk makan kambing, dan biaya pengobatan 

ditanggung sepenuhnya oleh pihak pemelihara. Selain itu dalam perjanjian tidak 

disepakati kapan perjanjian nggadoh berakhir. 

Berangkat dari masalah di atas, maka menarik untuk diteliti dan dijadikan 

sebagai tugas akhir dengan judul: “PRAKTIK NGGADOH KAMBING DI DESA 

SEMAGUNG KECAMATAN BAGELEN KABUPATEN PURWOREJO STUDI 

PERBANDINGAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT”. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi lapangan (field 

research) yaitu penyusun melakukan penelitian di Desa Semagung Kecamatan 

Bagelen kabupaten Purworejo. Adapun pendekatan yang digunakan adalah 

pendekatan normatif sosiologis dengan menganalisa permasalahan ini dengan 

metode deskriptif analitik komperatif  dengan cara berpikir deduktif-induktif, serta 

menggunakan metode qiyas dan teori muḍᾱrabah sebagai alat analisis. 

Setelah melakukan penelitian dan menganalisis permasalahan berdasarkan 

data yang ada dan diperoleh di lapangan, disimpulkan bahwa praktik nggadoh 

kambing di Desa Semagung sesuai dengan praktik akad muḍᾱrabah tidak 

bertentangan dengan hukum Islam. Tetapi ada beberapa ketentuan dalam akad ini 

yang tidak sesuai dengan konsep hukum Islam, yaitu dari segi modal awal, hak 

dan kewajiban para pihak dan pembagian hasil. 
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MOTTO 

 لإحسان إلا الإحسان ا هل جزاء 

Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan (pula) 

(Q.S. Ar-Rahman :60) 
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ridho dan do’a yang selalu engkau sertakan dalam 

setiap langkahku, Kelapangan dan air mata 

do’amu mengantarkan aku menyelesaikan tugas 

akhir. 

Teruntuk guru dan dosen yang telah mendidikku 

menjadi manusia yang berilmu dan berakhlak. 

Teruntuk batu Karang yang telah mengajarkan 

aku makna dari kehidupan. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Allah menciptakan manusia sebagai makhluk sosial yang hidup 

berdampingan tidak terlepas dari berinteraksi dengan sesama dan saling 

membutuhkan antara satu  dengan lainnya. Manusia harus mencari karunia 

Allah yang ada dimuka bumi sebagai sumber ekonomi demi memenuhi 

kebutuhan hidup. 

Setiap manusia diberi kemampuan dan kekurangan yang berbeda-

beda, Dengan kemampuan dan kekurangan yang berbeda tidak seorang 

pun yang dapat memenuhi seluruh kebutuhannya sendiri, ia akan terikat 

dan membutuhkan orang lain dalam memenuhi kebutuhannya. Oleh 

karena itu Allah memberikan kemampuan dan ilmu kepada manusia untuk 

tukar-menukar kemampuan dan hal yang bermanfaat dengan saling 

bekerjasama dalam melakukan muamalah (hubungan pekerjaan), sehingga 

hidup manusia dapat terus berlangsung dengan baik dan produktif. 

Masyarakat Indonesia tersebar di beberapa pulau, karena 

terpisahnya antara satu pulau dengan pulau yang lain, maka menghasilkan 

masyarakat yang pluralisme. Keberagaman paham yang terdapat pada 

setiap masyarakat di Indonesia menghasilkan kebiasaan yang berbeda-

beda, baik dalam cara memenuhi kebutuhan  maupun dalam penyelesain 

suatu masalah hukum yang  beraneka ragam, ada yang masih kental 

dengan hukum adat yang diyakini berdasarkan kebiasaan nenek moyang, 
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dengan menggunakan hukum berdasarkan hukum agama, dan dengan 

hukum positif yang berlaku di negara Indonesia. 

Islam merupakan agama yang terdiri dari tiga aspek, yaitu akidah, 

ibadah, dan muamalah. Akidah berarti segala sesuatu yang dibenarkan 

oleh hati dan diterima oleh rasa serta tertanam kuat dalam jiwa, sedangkan 

ibadah adalah bentuk pengabdian diri seorang hamba kepada Allah SWT, 

dengan kata lain ibadah adalah bentuk perwujudan dari apa yang telah 

diyakini. Ibadah wajib dilaksanakan berdasarkan landasan dalam al-

Qur‟an dan hadis, sedangkan muamalah merupakan hubungan antara 

sesama manusia dan lingkungan yang terus berkembang sesui dengan 

perkembangan zaman namun, tetap berprinsip pada aturan al-Qur‟an dan 

hadis. Antara ibadah dan muamalah harus seimbang karena keduanya 

saling berhubungan, karena muamalah juga merupakan ibadah. 

Menurut Amir Syarifudin muamalah adalah aturan yang 

mengandung hubungan antara manusia dalam pergaulan hidup di dunia 

yang berkaitan dengan harta.
1
 

Ruang lingkup muamalah mencakup akad yang merupakan salah 

satu hal sebab kepemilikan. Akad yaitu pertalian ijab dan kabul dari pihak-

pihak yang menyatakan kehendak (sesuai dengan kehendak syariat) yang 

akan memiliki akibat hukum terhadap obyeknya.
2
 akad atau perjanjian 

yang dilakukan oleh individu dalam muamalah dalam rangka untuk 

                                                           
1
Amir Syarifudin, Garis-garis Besar Fiqh (Jakarta: Kencana, 2003), hlm.176. 

2
M. Yazid Afandi, Fiqh Muamalah; dan Implementasi dalam Lembaga Keuangan Syari’ah 

(Yogyakarta: Logung Pustaka,2009), hlm.33. 
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memenuhi kebutuhan material antara lain jual beli, muḍᾱrabah, musaqah, 

muzara’ah, mukhabarah dan sebagainya.  

Di Indonesia sendiri, bagi hasil bukanlah merupakanlah suatu 

permasalahan baru, dalam hukum adat Indonesia perjanjian bagi hasil 

dikenal dengan berbagai istilah sesuai dengan daerah yang ada seperti 

memperduai (Minangkabau), toyo (Minahasa), tesang (Sulawesi Selatan), 

nengah (1:1), Jujuron (1: 2) dipariangan, maro (1:1), mertelu (1:2) di Jawa 

Tengah dan di Jawa Timur.
3
 

Masyarakat Semagung penduduknya 100% beragama Islam dan 

profesinya mayoritas petani dan buruh tani dan beberapa pegawai 

kantoran, dan sebagian dari masyarakat menjalankan praktik bagi hasil 

dalam bidang peternakan kambing, sebagai pekerjaan sampingan guna 

menambah penghasilan untuk menambah kebutuhan. Dalam masyarakat 

Semagung praktik bagi hasil yang berkaitan dengan perternakan kambing 

dikenal dengan istilah Nggadoh kambing. Hal ini dikarenakan tidak semua 

masyarakat yang mempunyai modal dan ingin membeli kambing namun 

tidak mempunyai kandang dan waktu yang cukup untuk memelihara 

kambing, sebaliknya ada beberapa orang yang mempunyai waktu luang 

dan memiliki kandang yang cukup lebar namun tidak memiliki modal 

untuk membeli kambing. Jadi dalam transaksi ini tidak hanya semata 

untuk memenuhi kebutuhan tapi juga saling tolong menolong antara 

pemilik kambing dan pihak pemelihara kambing.  

                                                           
3
 Iman Sudiyat, Hukum Adat Sketsa Asas. (Yogyakarta: Liberty, 1981), hlm.37. 
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Dalam nggadoh kambing terdapat dua pihak, pihak yang pertama 

sebagai pemilik modal, modal biasanya berupa cempe (anak kambing) dan 

pihak kedua sebagai pemelihar kambing. Dalam praktiknya pemilik modal 

memberikan sejumlah modal berupa cempe (anak kambing) untuk 

dipelihara kepada pemelihara. Akadnya biasanya hanya melalui lisan saja.
4
 

Transaksi nggadoh kambing di Desa Semagung berlangsung 

dengan bertemunya pemilik cempe dengan calon pemelihara cempe untuk 

menentukan jumlah cempe yang akan dipelihara dan menentukan akad 

bagi hasil yang akan disepakati, di Desa Semagung cara pembagian 

kambing dapat diketaui dari awal terjadinya akad, dengan cara mengetahui 

siapa pihak yang dimintai untuk melakukan nggadoh kambing maka 

dialah pihak yang berhak menentekun cara pembagian kambing. Misalnya, 

pemilik modal sebagai pihak yang meminta untuk melakukan praktik 

nggadoh kepada pihak yang diminta yaitu pemelihara, maka pihak 

pemelihara kambing berhak memutuskan cara bagi hasil yang akan di 

gunakan dalam perjanjian nggadoh kambing, adapun cara tersebut yaitu 

ada yang dengan cara dihargai ada juga dengan cara milih. 
5
 

Untuk permasalahan lama waktu lama perjanjian, dalam akad 

nggadoh kambing di Desa Semagung tidak dibuat kesepakatatan  tentang 

lama waktu perjanjian kapan akan berakhirnya perjanjian nggadoh 

                                                           
 
4
 Wawancara dengan pak Sunarno selaku pemelihara kambing, di Desa Semagung, pada 

tangga 19 Agustus 2016. 

5
  Wawancara dengan pak Sunarno selaku pemelihara kambing, di Desa Semagung,  pada 

tangga 19 Agustus 2016. 
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kambing. Setelah disepakati perjanjian antara pemilik cempe dengan 

pemelihara cempe maka akad tersebut dapat dilaksanakan.  Dari ilustrasi 

tersebut terlihat bahwa dalam akad tidak disepakati kapan berakhirnya 

nggadoh, karena dalam akad ini yang disepakati hanya tentang cara 

pembagian kambing yang akan dipakai apabila kambing tersebut sudah 

melahirkan atau mencapai usia produktif. Biasanya apabila cempe yang 

dibeli oleh pemilik modal merupakan cempe betina dipelihara sampai 

hamil, setelah  melahirkan diketahui anaknya hanya satu maka kelahiran 

cempe pertama apabila pembagian keuntungan denga cara milih maka, 

cempe pertama untuk pihak pemilihara dan anak yang kedua baru untuk 

pemilik modal, jika induk kambing melahirkan dua cempe maka pihak 

pemelihara diberi hak untuk memilih. Sedangkan, Induk cempe tersebut 

tetap menjadi hak pemilik modal. Namun, apabila pembagian cempe 

dengan cara dihargai maka baik anak cempe maupun induknya dijual 

terlebih dahulu diuangkan kemudian hasil tersebut diparo dengan cara 

yang biasanya dikenal di Jawa Tengah yaitu maro bati, pembagian 

setengah-setengah dari hasil penjualan. 
6
 

Adapun permasalahan penyediaan kandang, pemberian makan, 

perawatan dan pengobatan apabila kambing sakit, pemilik cempe tidak 

ikut campur, sepenuhnya dikerjakan oleh pemelihara cempe. Untuk 

memberi makan kambing tidaklah sulit karena di daerah setempat masih 

banyak sawah dan pekarangan yang dapat dijadikan ladang untuk mencari 

                                                           
6
  Wawancara dengan pak Adi sebagai pemilik kambing, di Desa Semagung,  pada tanggal 

19 Agustus 2016. 
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rumput (ngarit), namun ketika musim kemarau pemelihara cempe cukup 

kesulitan dalam mencari rumput. Biasanya ada masyarakat yang sengaja 

memanani pekarangannya dengan rumput yang memang dipelihara untuk 

makan kambing yang dimiliki ada juga yang menjual rumput kepada 

warga yang membutuhkan biasanya pihak pemelihara kambing yang 

membeli rumput tersebut. Harga rumput untuk setu ikatnya dihargai 

dengan Rp. 5000 (Lima Ribu Rupiah). Namun ada juga warga yang 

memilih mencari makan kambing dengan cara mencuri rumput 

dipekarangan milik orang lain tanpa seijin pemilik. Memang jika rumput 

liar banyak masyarakat yang mengikhlaskan namun jika pohon yang 

sengaja ditanam seperti pohon nangka yang sengaja ditanam ada 

masyarakat yang keberatan. Membesarkan kambing tersebut 

membutuhkan waktu enam bulan untuk mencapai usia produktif.
7
 

Dalam muamalat akad tentang pemeliharaan hewan ternak belum 

dijelaskan secara jelas termasuk dalam akad apa karena dalam fiqih 

muamalah hanya ada hukum tentang pemeliharaan sawah dan kebun yang 

dikenal dengan akad muzᾱra’ah, mukhabarah dan musaqah sedangkan 

dalam hubungan kerjasama bagi hasil dalam fiqih muamalah dikenal 

dengan muḍᾱrabah. Akad muzᾱra’ah, mukᾱbarah dan musaqah memiliki 

makna yang sama yaitu kerjasama di bidang pertanian antara pemilik 

tanah dan petani penggarap. Adapun perbedaannya yaitu dalam akad 

muzᾱra’ah bibit yang akan ditanam berasal dari pemilik tanah, dalam akad 

                                                           
7
 Wawancara dengan pak Adi sebagai pemilik kambing, di Desa Semagung,  pada tanggal 

19 Agustus 2016. 
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mukᾱbarah bibit yang akan ditanam disediakan oleh penggarap tanah. 

Sedangkan dalam akad musaqah tanaman sudah ada, tetapi memerlukan 

tenaga kerja untuk memeliharanya.
8
 

Cempe disini berupa kambing yang kemudian di pelihara sampai 

kedua belah pihak sepakat untuk mengakhiri akad dengan menjual 

kambing untuk diuangkan atau membagi anak kambing pembagiannya 

disesuaikan dengan kesepakatan akad sejak awal terjadinya perjanjian. 

Atas dasar latara belakang keadaan tersebut penyusun merasa 

tertarik untuk menjelaskan tentang bagaimana praktik nggado kambing di 

Desa Semagung Kecamatan Bagelen Kabupaten Purworejo. Pembagian 

keuntungan yang dilakukan pada awal kerjasama dapat menimbulkan 

ketidak pastian dalam akad dan terdapat ketidak jelasan bagi pemberi  

cempe ternak dan pemelihara cempe ternak apakah mereka akan 

memperolah keuntungan atau kerugian.  Kemudian, apakah dalam praktik 

tersebut dapat dikatakan sebagai akad muzara’ah  atau mukhabarah atau 

muḍᾱrabah ataukah akad yang lainnya. 

B. Pokok Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, terdapat 

beberapa hal yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini yaitu: 

1. Bagaimana praktik nggadoh kambing di Desa Semagung 

kecamatan Bagelen Kabupaten Purworejo ? 

                                                           
8
  Abdul Rahman Ghazali, Fiqh Muamalat, (Jakarta: Prenada Media, 2010), hlm.114-115. 
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2. Bagaimana perbandingan hukum adat dan hukum Islam mengenai 

nggadoh kambing di Desa Semagung Kecamatan Bagelen 

Kabupaten Purworejo ?  

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menjelaskan 

praktik nggado kambing di Desa Semagung Kecamatan 

Bagelen Kabupaten Purworejo baik akad yang digunakan,  

proses pemeliharaan kambing, dan cara bagi hasil. 

b. Untuk menjelaskan perspektif  hukum adat dan hukum 

Islam mengenai nggado kambing di Desa Semagung 

Kecamatan Bagelen Kabupaten Purworejo. 

2. Kegunaan Penelitian  

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Sebagai sumbangsih terhadap perkembangan ilmu 

pengetahuan khususnya dalam bidang ilmu fiqih 

muamalah. 

b. Sebagai masukan bagi masyarakat di Desa Semagung 

Kecamatan Bagelen Kabupaten Purworejo pada khususnya 

dan masyarakat lain pada umumnya. 

D. Telaah Pustaka 

 Sudah banyak kajian ataupun bentuk tulisan yang membahas 

tentang muamalah dalam bidang kerjasama dan bagi hasil  hanya saja yang 
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membahas tentang nggado baru beberapa yang dapat ditemukan dalam 

penelitian sebelumnya. Pembahasan tentang praktik nggado kambing di 

Desa Semagung Kecamatan Bagelen Kabupaten Purworejo yang dikaitkan 

dengan hukum adat belum pernaha ada penelitian yang mengkajinya. 

 Skripsi karya M.Rosyidin yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam 

Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil dalam Pemeliharaan sapi di Desa 

Purwodadi Kecamatan Tepas Kabupaten Gunung Kidul”, dalam skripsinya 

dikatakan bahwa sapi yang dipelihara adalah sapi betina, pemberian sapi 

pada awal perjanjian dianggap sebagai modal awal, dalam proses 

pengelolaan biaya perawatan ditanggung oleh pihak pemelihara, 

pembagiannya ada beberapa macam cara dan prosentase, pengembalian 

modalnya berupa anak sapi. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa 

pelaksanaan bagi hasil tidak sah menurut hukum Islam karena ada 

kerancuan dalam perhitungan biaya pemeliharaan serta cara pengembalian 

modal yang berupa anak sapi.
9
 

 Penelitian Ikha Tafsfiria “Praktik Bagi Hasil Gadoh Sapi di Desa 

Pancosari Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul Ditinjau dari hukum 

Islam” tertulis bahwa praktek kerjasama tersebut tidak bertentangan 

                                                           
9
 M.Rosyidin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil dalam 

Pemeliharaan Sapi di Desa Purwodadi Kecamatan Tepas Kabupaten Gunung Kidul”  skripsi 

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002. 
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dengan hukum Islam.karena sudah terpenuhinya rukun dan syarat, 

termasuk dalam kategori akad muḍᾱrabah.
10

 

 “Bagi Hasil Usaha Penggilingan Padi Perspektif Hukum Islam 

(Studi di Paguyuban Tani Jaya Mulya Desa Krecek Kecamatan Pare 

Kabupaten Kediri Jawa Timur” karya Imam Mahbub menyebutkan dalam 

pokok permasalahannya bahwa besar kecilnya keuntungan yang akan 

dibagi pada seluruh anggota bergantung pada sedikit banyaknya gabah 

kering yang bisa digiling oleh perusahaan. Penulis menyebutkan bahwa 

dalam konteks pelaksanaannya, bagi hasil usaha penggilingan padi 

tersebut dikatakan batal, karena tidak terpenuhi unsur-unsur keadilan yang 

telah dirumuskan dalam prinsip-prinsip hukum muamalat.
11

 

 Kemudian penyusun juga menemukan skripsi “Praktik Bagi Hasil 

Nggado sapi di Desa Grantung Kecamatann Bayan Kabupaten Purworejo” 

karya Mukhamat Khairudin. Dia menyebutkan bahwa praktek bagi hasil 

yang dilakukan oleh masyarakat  Desa Grantung menganut aturan adat 

dengan sistem maro bati  (pembagian hasil keuntungan sama rata). 

Menurut hukum Islam sudah sah karena menggunakan prosentase, kedua 

belah pihak sepakat serta merasa diuntungkan.
12

 

                                                           
10

 Ikha Tafsfiria “Praktik Bagi Hasil Gadoh Sapi di Desa Pancosari Kecamatan Srandakan 

Kabupaten Bantul Ditinjau dari hukum Islam”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas 

Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007. 

11
 Imam Mahbub, “Bagi Hasil Usaha Penggilingan Padi Perspektif Hukum Islam (Studi di 

Paguyuban Tani Jaya Mulya Desa Krecek Kecamatan Pare Kabupaten Kediri Jawa Timur)” Skripsi 

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008. 

12
 Mukhamat Khairudin, “Praktik Bagi Hasil Nggado sapi di Desa grantung Kecamatann 

Bayan Kabupaten Purworejo” Skripsi Fakultas Syriah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan 

Kalijaga Yogyakarta, 2009. 
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 “Tinjauan Hukum Islam tentang Praktik Bagi Hasil Paro Lima 

Kambing di Desa Surusunda Kecamatan Karang Pucung Kabupaten 

Cilacap” karya Adilah Husniyati dia menyebutkan paro lima kambing 

adalah akad bagi hasil, dimana pemilik modal membeli lima ekor kambing 

dengan ketentuan pembagian satu ekor untuk pengelola dan empat ekor 

untuk pemilik modal sesuai kesepakatan kedua belah pihak bahwa 

pengelola memilih salah satu kambing dari lima ekor. Menurut penyusun 

dalam praktik paro lima masih terdapat unsur-unsur garar, karena 

pembagian yang dilakukan pada awal perjanjian masih mengandung 

kemungkinan terjadinya risiko kematian dan lain-lain sehingga 

menyebabkan timbulnya salah satu pihak merasa dirugikan. Hal ini tidak 

sesuai dengan hukum Islam karena akan melahirkan kemudaratan  yang 

seharusnya dihindari dari muamalat.
13

  

 Dari sejumlah penelitian terdahulu yang mengangkat tema tentang 

kerjasama nggado sebagaimana dikemukakan di atas, belum ada satupun 

yang secara spesifik membahas atau mengkaji tentang praktik nggado 

kambing yang terdapat di Desa Semagung Kecamatan Bagelen Kabupaten 

Purworejo. Berdasarkan hal tersebut, maka penyusun akan membahas 

tentang hubungan antara variabel-variabel penelitian tersebut. 

E. Kerangka Teoritik 

                                                           
13

Adilah Husniyati, “Tinjauan Hukum Islam tentang Praktik Bagi Hasil Paro Lima Kambing 

di Desa Surusunda Kecamatan Karang Pucung Kabupaten Cilacap”, Skripsi Fakultas Syariah dan 

Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013. 
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 Perkembangan dan jenis muamalah yang dilakukan manusia dari 

dulu sampai sekarang terus mengalami perkembangan seiring dengan 

kebutuhan dan pengetahuan yang semakin kompleks, yang esensinya 

adalah saling melakukan interaksi sosial dalam rangka memenuhi 

kebutuhan individu. Nasrun Harun menjelaskan adanya beberapa prinsip 

dasar ajaran muamalah dalam hukum Islam antara lain:
14

 

1. Untuk mewujudkan kemaslahatan umat, dengan memperhatikan 

dan mempertimbangkan berbagai situasi dan kondisi yang 

mengitari manusia itu sendiri, juga menjunjung tinggi prinsip-

prinsip keadilan, kejujuran, serta saling tolong menolong. 

2. Hukum dasar muamalah adalah mubah sampai ada ketentuan yang 

melarangnya. Dengan demikian, segala kreasi dan inovasi jenis 

muamalat selama tidak ada dalil yang melarangnya maka 

diperbolehkan. Sebagaimana firman Allah swt dalam surat An-

Nisa: 29 

تكىٌ تجبرة  لا تأكهىا أيىانكى بيُكى ببنببطم إلآ أٌ يأيهب انذيٍ ءايُىا

 15عٍ تزاض يُكىۚ ولا تقتهىا أَفسكىۚ إٌ الله كبٌ بكى رحيًب۞

 Objek muamalah sangat luas cakupannya, tidak semua 

persoalan muamalah dijelaskan secara rinci dalam al-Qur‟an dan 

hadis. Manusia diberikan akal untuk berpikir seluas-luasnya dalam 

                                                           
   

14
Nasrun Harun, Fiqh Muamalat (Jakarta:Gaya Media Pratama,2000), hlm.165. 

15
 An-Nissa (4) : 29. 
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bermuamalah untuk menciptakan berbagai kreatifitas akad baru 

selama tidak bertentangan dengan aturan universal dalam hukum 

Islam.
16 bentuk kegiatan muamalah yang kaitan erat dengan 

hubungan kerjasama bagi hasil dalam bidang pemeliharaan yaitu 

muḍᾱrabah. 

 Dalam bahasa Arab muḍᾱrabah ( يضبربت)  berasal dari kata ضبرة 

yang sinonimnya: إتجز yang bermakna berpergian, istilah muḍᾱrabah 

dengan pengertian berpergian untuk berdagang digunakanan oleh ahli 

(penduduk) Irak. Sedangkan ahli penduduk Hijaz menggunakan istilah 

qiraḍ, yang diambil dari kata qarḍ yang artinya: عانقظ  yakni memotong. 

Dinamakan demikian, karena pemilik modal memotong sebagian dari 

hartanya untuk diperdagangkan oleh „âmil dan membagikan sebagian 

keuntungan.
17

 

 Muḍᾱrabah suatu bentuk perjanjian yang lahir sejak zaman 

Rasulullah SAW sejak zaman jahiliah/sebelum Islam. Dan Islam 

menerimanya dalam bentuk bagi hasil dan investasi. Dalam bahasa Arab 

ada tiga istilah yang digunakan yaitu: Qirᾱḍ, muqarᾱḍᾱh, dan muḍᾱrabah. 

Ketiga istilah ini tidak ada perbedaan yang prinsip. Perbedaan istilah ini 

disebabkan oleh faktor geografis. Imam Abu Hanifah dan Ahmad bin 

Hambal di Irak menggunakan istilah muḍᾱrabah, sebaliknya Imam Malik 

                                                           
  

16
M.Yazid Afandi,Fiqh Muamalah, hlm.47. 

17
 Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat, hlm.366. 
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dan Syafi‟i menggunakan istilah qirᾱḍ atau muqarᾱḍᾱh, mengikuti 

kebiasaan di Hijaz.
18

 

 Secara etimologi muḍᾱrabah  mempunyai arti berjalan diatas 

bumi yang bisa dinamakan berpergian, hal ini sesuai dengan firman Allah 

dalam al-Qur‟an: 
19

 

وءاخزوٌ يضزبىٌ فً الأرض يبتغىٌ يٍ فضم الله...
20
 

 Secara terminologi muḍᾱrabah adalah kontrak (perjanjian) antara 

pemilik modal (rab al-mal) dan pengguna dana (muḍᾱrib)  digunakan 

untuk aktifitas yang produktif dimana keuntungan dibagi dua antara 

pemodal dan pengelola modal. Kerugian jika ada ditanggung oleh pemilik 

modal, jika kerugian itu terjadi dalam keadaan normal, pemodal (rab al-

mal) tidak boleh intervensi kepada pengguna dana (muḍᾱrib) dalam 

menjalankan usahanya.
21

 

 Sebagai sebuah akad, muḍᾱrabah dapat dipandang sah apabila 

terjadi ijab dan qabul yang merupakan rukunnya. Ijab dan kabul (sigat al-

‘aqd) adalah suatu ungkapan para pihak yang melakukan akad berupa ijab 

dan qabul. Ijab adalah suatu pernyataan perjanjian atau penawaran dari 

pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kabul 

adalah suatu pernyataan menerima dari pihak kedua atas penawaran yang 

                                                           
18

 Hisranuddin, Hukum Perbankan Syariah di Indonesia, (Yogyakarta: Genta Press, 2008), 

hlm.14. 

19
Abdul Aziz Muhammad Azzam, Nidzam al-muamalat fi al-fiqh al-islami, edisi Indonesia 

Fiqh Muamalat Sistem Treansaksi dalam Fiqh Islam, (Jakarta Amzah,2010)hlm. 245. 

20
  Al-Muzammil (73) : 20,. 

21
 Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah, Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 195. 
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dilakukan oleh pihak pertama. Ulama fiqih mensyaratkan tiga hal dalam 

melakukan ijab dan kabul agar memiliki akibat hukum, yaitu sebagai 

berikut:
22

 

a. Jala’ul ma’ᾱ yaitu tujuan yang terkandung dalam pernyataan itu 

jelas, sehingga dapat dipahami jenis akad yang dikehendaki; 

b. Tawaquf yaitu adanya kesesuaian antara ijab dan kabul; dan 

c. Jazmu irᾱdataini, yaitu antara ijab dan kabul menunjukkan 

kehendak para pihak secara pasti, tidak ragu, dan tidak terpaksa. 

 Selain itu, dalam pembentukan akad terdapat sigat akad yaitu 

bagaimana ijab kabul sebagai rukun suatu akad itu dinyatakan. Ahmad 

Azhar Basjir mengemukakan bahwa sigat dapat dilakukan sebagai 

berikut:
23

 

1. Sigat akad secara lisan, yaitu dengan menggunakan bahasa 

apapun yang dapat dimengerti oleh masing-masing pihak yang 

berakad. Hal ini perlu digaris bawahi bahwa bahasa atau 

perkataan, jangan sampai mengaburkan apa yang menjadi 

kehendak maasing-masing pihak agar tidak timbul 

persengketaan dikemudian hari. 

2. Sigat akad dengan tulisan, sigat yang dilakukan dengan tulisan 

oleh para pihak yang berakad. 

                                                           
22

Gemala Dewi dan Wirdyaningsih, Hukum Perikatan Islam di Indonesia, (Jakarta Timur: 

Prenada Media, 2006), hlm.63. 

23
Ahamad Azhar Basjir, Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam), 

(Yogyakarta: Perpustakaan FH UII,1993), hlm.44-45. 



16 

 

 

3. Sigat akad dengan isyarat, yaitu akad yang dilakukan dengan 

isyarat yang dipahami maksudnya oleh kedua belah pihak yang 

berakad, atau kedua belah pihak yang berakad tidak dapat 

membaca dan tidak dapat menulis. 

4. Sigat akad dengan perbuatan, yaitu akad yang dilakukan cukup 

dengan perbuatan. Misalnya ketika membeli barang di toko 

serba ada, kita cukup membayar sejumlah uang  seharga 

barang-barang yang kita beli. 

 Dalalam konteks hukum perdata juga dikenal asas-asas hukum 

perjanjian, dimana pada akhirnya asas-asas tersebut menjadi pedoman 

dalam melaksanakan sebuah perjanjian, baik perjanjian kerjasama yang 

berorientasi pada keuntungan (profit) maupun perjanjian-perjanjian 

lainnya. Adapun asas-asas tersebut adalah:
24

 

1. Asas Ibahah 

  Asas ini merupakan asas umum dalam hukum Islam. 

Sebagaimana tertuang dalam kaidah fikih: 

الأصم فً الأشيبء الإ ببحت حتً يدل اندنيم عهً انتحزيى 

  Kaidah diatas memberikan ruang gerak yang luas kepada 

manusia dalam bermuamalah guna menciptakan berbagai 

kreatifitas akad baru yang tetap pada koridor aturan universal 

hukum Islam. 

                                                           
24

M. Yazid Afandi, Fiqh Muamalah, hlm. 47- 49. 
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2. Asas Kebebasan 

  Asas ini mempunyai pengertian bahwa setiap orang yang 

memenuhi syarat tertentu, mempunyai kebebasan untuk melakukan 

akad selama tidak melanggar kertiban umum. Asas kebebasan 

dalam islam berarti bebas dengan persyaratan tertentu, yaitu bebas 

yang ada batasannya untuk menghormati kebebasan orang lain. 

3. Asas Konsensualisme 

  Pelaksanaan asas ini dalam suatu perjanjian atau akad tidak 

menuntut para pihak untuk memenuhi formalitas-formalitad 

tertentu agar tercapainya suatu perjanjian, melainkan cukup dengan 

kata sepakat diantara para pihak. 

4. Asas janji itu mengikat 

  Asas ini menyatakan bahwa kesepakatan yang telah dibuat 

oleh para pihak dipandang mengikat terhadap pihak-pihak yang 

telah membuatnya. Salah satu pihak tidak bisa membatalkan 

kesepakatan tersebut tanpa persetujuan pihak lain. 

5. Asas keseimbangan 

  Islam memandang perlu adanya keseimbangan antara orang 

yang berakad, baik keseimbangan antara apa yang diberikan dan 

apa yang diterima maupun keseimbangan dalam memikul resiko. 

6. Asas kemaslahatan 
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  Setiap perjanjian hendaknya dibuat oleh para pihak untuk 

mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan tidak boleh 

mendatangkan kerugian dan keadaan yang memberatkan. 

7. Asas Amanah 

  Maksud dari asas ini adalah masing-masing pihak yang 

melakukan akad harus mempunyai itikad baik dalam bertransaksi 

dengan pihak lain dan tidak dibenarkan mengeksploitasi ketidak 

tahuan pihak lain. 

8. Asas keadilan 

  Pelaksanaan asas ini dalam suatu perjanjian atau akad 

menuntut para pihak untuk melakukan yang benar dalam 

pengungkapan kehendak dan keadaan, memenuhi semua 

kewajiban. Perjanjian harus senantiasa mendatangkan keuntungan 

yang adil dan seimbang, serta tidak boleh mendatangkan kerugian 

dari salah satu pihak. Sebagaimana disebutkan dalam al-Qur‟an: 

نقسظ ولا يجزيُيّكى اييٍ للّيّ شهدآء ةا يبييّهب انيّذيٍ ءايُىا كىَىا  ىيّ 

يٌّ ا هى أ زة نهتيّقىاشُئبٌ  ىو عهً ألايّ تعدنىا اعدنى ي واتقىا الله إ

الله خبيز بًب تعًهىٌ
25
 

 Kemudian pendekatan lain yang dapat digunakan adalah garar. 

Karena dalam setiap persoalan, terutama persoalan nggado kambing yang 

dilakukan masyarakat Desa Semagung Kecamatan Bagelen Kabupaten 

                                                           
25

  Al-Maidah (5): 8 
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Purworejo terdapat resiko-resiko yang mungkin dihadapi para pihak. 

Garar merupakan salah satu sebab rusaknya akad. Untuk itu, agar dapat 

mencapai suatu akad yang sah, maka harus menghindari hal-hal yang 

dapat merusak akad. 

 Metode yang digunakan yaitu qiyas ialah menganalogikan suatu 

masalah yang belum ada nas atau dalil dengan masalah yang sudah ada 

ketetapan hukumnya karena adanya persaman „illat. Menganalogikan 

diartikan sebagai mempersamakan dua persoalan hukum sekaligus status 

hukum diantara keduanya. „illat adalah sebab atau hikmah yang menjadi 

dasar penetapan hukum tersebut.  Dengan demikian, metode qiyas bukan 

untuk mentapan hokum dari awal, melainkan hanya menyingkap hokum 

yang ada pada suatu kasus yang belum jelas hukumnya.
26

 

 Secara historis, metode qiyas merupakan sistematisasi dari 

penggunaan ra‟y atau akal dalam berijtihad. Ulama yang dianggap 

mensistemasikan konsep qiyas adalah Imam Syafi‟i. Mayoritas ulama 

menerima metode ini, kecuali kelompok syi‟ah dan mazhab az-Zahiri.
27

 

 Dalam pelaksanaan qiyas harus memenuhi rukun dan syarat 

sebagai berikut: 

                                                           
26

  Ali Sodiqin, fiqh Ushul Fiqh Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia, 

(Yogyakarta: Beranda Publishing, 2007), hlm.87. 

27
 Ibid., 
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1. Ashl (Maqis alaih): yaitu masalah yang sudah ada ketetapan 

hukumnya atau sudah ada nasnya. 

2. Furu’ (Maqis): yaitu masalah yang sedang dicari ketetapan 

hukumnya. 

3. Hukm Ashl: yaitu hukum yang sudah ditetapkan oleh nash. 

4. Illat: yaitu sifat yang terdapat dalam ashl, dengan syarat: sifatnya 

nyata dan dapat dicapai dengan indera, konkrit tidak berubah, dan 

sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai.
28

 

 Para ulama membagi tingkatan qiyas bersasarkan kekuatan furu’ 

jika dibandingkan hokum pasa ashl. Tingkatan tersebut adalah:  

a. Qiyas Aulawi: yaitu jika hokum pada ‘furu lebih kuat dari pada 

ashl. 

b. Qiyas Musawi: yaitu jika hokum pada ‘furu sama kuatnya pada 

hokum ashl. 

c. Qiyas Adna: yaitu jika hokum pada ‘furu lebih lemah dari pada 

ashl
29

 

 Banyak hukum adat yang diterapkan oleh masyarakat salah 

satunya adalah kebiasaan masyarakat dalam pemeliharaan atau nggadoh 

kambing di Desa Semagung, kebiasaan ini sudah ada sejak zaman nenek 

                                                           
28

 Ibid; hlm.88. 

29
 Ibid; hlm.89. 
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moyang dan turun temurun hingga sekarang. Sehingga hukum adat disini 

kedudukannya sebagai „urf. 

أنعبدة يحكًت
 30

 

 Dari segi bahasa arti ‘urf  ialah mengetahui,kemudian dipakai 

dalam arti “sesuatu yang diketahui” dikenal, dianggap baik dan 

diterimaoleh pikiran yang sehat. kata-kata ‘urf pada firman tuhan berikut 

ini diartikan dalam arti tersebut.
31

 

 Secara etimologi „urf segala sesuatu yang dikenal masyarakat dan 

telah merupakan kebiasaan dikalangan mereka, baik perkataan maupun 

perbuatan.
32

 Sebagai sumber hukum dalam kehidupan sosial masyarakat 

yang tidak mempunyai undang-undang (hukum-hukum), maka ‘urf lah 

(kebiasaan) yang menjadi undang-undang yang mengatur dalam 

kehidupan masyarakat. Jadi sejak zaman dahulu „urf  mempunyai fungsi 

sebagai hakim dalam kehidupan manusia.
33

 

 ‘Urf  Sebagai Metode Penetapan Hukum Secara bahasa ‘urf  

berarti yang baik.
34

 Sedangkan menurut istilah para ulama syara‟ 

                                                           
30

 Dahlan Tamrin, Kaidah-kaidah Hukum Islam, (Malang: Uin-Maliki Press, 2010), 

hlm.203. 

31
Ahmad Hanafi, Pengntar dan Sejarah Hukum Islam, (jakarta: PT Bulan Bintang, 1995), 

hlm.89. 

32
Kamal Muchtar, dkk, Usul Fiqh, (jakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm.146. 

33
Ahmad Hanafi, Pengantar dan Sejarah Hukum Islam, hlm. 89. 

34
Nasrun Haroen, Ushul Fiqh I, cet.ke-3, (Jakarta: PT. Logos Wacana, 20001), hlm 137. 
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mendefinisakan ‘urf sebagai segala sesuatu yang telah dikenal oleh 

manusia karena telah menjadi kebiasaan dan tradisi yang baik 

bersifatperkataan, pebuatan atau dalam kaitannya dengan meniggalkan 

perbuatan tertentu, sekaligus sebagai syara‟. Para ahli syara‟ juga 

menyamakan ‘urf dengan adat.
35

 

 Berbeda dengan ulama syara‟, para ulama ushul fiqh membedakan 

antara „urf  dengan adat dalam kedudukannya sebagai salah satu dalil 

untuk mentapkan hukum syara‟. Definisi adat menurut ulama ushul fiqh 

adalah sesuatu yang dikerjakan berulang-ulang tanpa adanya hubungan 

rasional.
36

  

F. Metode Penelitian  

 Dalam sebuah penelitian metode memiliki fungsi yang sangat 

penting untuk menentukan, merumuskan, menganalisa dan memecahkan 

masalah yang diteliti. Dengan metode yang tepat akan menghasilkan karya 

ilmiah yang baik dan terarah. Adapun metode yang akan dibahas dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (field 

research) yaitu bahwa peneliti berusaha mengumpulkan data dengan 

menggali informasi secara intensif dari lapangan dan dilanjutkan 

                                                           
35

Abul Wahab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh, alih bahasa K.H Masdar Helmy, (Bandung: 

Gema Risalah Pers, 1997), hlm.149 . 

36
  Nasrun Haroen, Ushul Fiqh I, cet.ke-3, (Jakarta: PT. Logos Wacana, 20001), hlm 137. 
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dengan menganalisa data yang telah ada. Adapun pengumpulan data 

dilakukan pada masyarakat di Desa Semagung Kecamatan Bagelen 

Kabupaten Purworejo yang melakukan hubungan kerjasama nggado 

kambing. 

2. Sifat Penelitan 

  Penelitian ini bersifat deskriptif analitik dan komperatif. 

Deskriptif analitik yaitu penelitian yang bertujuan untuk memusatkan 

diri pada pemecahan masalah-masalah yang ada pada masa sekarang 

dan masa-masa yang aktual.
37

 Deskriptif adalah bahawa dalam 

penelitian ini diharapkan akan menjelaskan tentang gambaran yang 

rinci dan sisitematik pada praktik nggadoh kambing antara pemodal 

dengan pengelola. Analitik adalah cara untuk melakukan analisis yang 

terjadi tersebut. Setelah dideskripsikan dan menganalisis kemudian 

peneliti membandingkan dari praktik kebiasaan masyarakat dengan 

hukum Islam. Serta perbedaan dan persamaan dari kedua hukum 

tersebut. 

3. Metode Pengumpulan data 

Data yang diperlukan dalam penelitian ini digali melalui usaha-usaha 

sebagai berikut: 

                                                           
37

Winarno Surakhmad, Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode dan Teknik, ed.ke 7 

(Bandung:Tarsito,1994),hlm.139. 
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a. Wawancara (interview) yaitu cara mendapatkan informasi dengan 

bertanya langsung kepada responden,
38

  Metode wawancara adalah 

suatu metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab bebas 

(open interview) yang dikerjakan secara sistematis dan berdasarkan 

pada tujuan penelitian.
39

 Adapun penetuan sampel sebagai sumber 

data primer ini menggunakan metode purposive sampling yakni 

sampling yang dilakukan dengan mengambil orang-orang yang 

terpilih berdasarkan informasi yang dimiliki oleh sampel. Hal ini 

juga karena sampel dalam metode kualitatif sifatnya purposive 

artinya sesuai maksud dan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini 

yang menjadi subyek peneliatian terdapat 6 (enam) narasumber 

yaitu, para pihak yang terlibat dalam akad nggado kambing 

diantaranya, pemilik cempe, pemelihara cempe, tokoh adat dan 

tokoh agama Islam. dalam penelitian ini lebih memfokuskan pada 

para pihak yang melakukan akad nggadoh kambing, sedangkan 

tokoh Agama disini sebagai orang yang dianggap ustad oleh 

masyarakat yaitu seorang dan imam masjid dan guru ngaji di Desa 

Semagung dan tokoh adat disini adalah sesepuh atau orang yang 

dituakan yang paham akan adat istiadat atau kebiasaan masyarakat 

desa Semagung. Adapun metode wawancara yang penyusun 

                                                           
38

 Misri Singarimbun dan Sofyan Effendi, ed., Metodologi Penelittian Survei, 

(Jakarta:LP3ES, 1989), hlm. 192. 

39
Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: Rineka 

Cipta,2010), hlm.199. 
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lakukan adalah wawancara tidak terstruktur atau tidak terencana, 

penyusun hanya mempersiapkan pokok-pokok pertanyaan saja. Hal 

ini dimaksudkan agar penjelasan dari responden didapat lebih 

mendalam tentang akad nggado kambing tanpa harus terpaku pada 

jawaban singkat saja, selama tidak melenceng dari inti 

permasalahan. 

b. Observasi pengumpulan data secara langsung dan tidak langsung 

terkait praktik nggadoh kambing. 

c. Dokumentasi 

Metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data 

mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, surat 

kabar, arsip, agenda harian dan lain-lain.
40

 Metode ini penulis 

gunakan untuk memperoleh data terutama mengenai gambaran 

umum tentang Desa Semagung dan hal-hal yang terkait dengan 

penelitian ini. 

4. Sumber Data 

a. Data Primer 

Data primer ini diperoleh  secara langsung di lapangan dari 

wawancara langsung dengan para informan yaitu selama penyusun 

mengadakan penelitian di Desa Semagung Kecamatan Bagelen 

Kabupaten Purworejo. Metode yang digunakan yaitu purposive 

                                                           
40

 Robert bogdan dan Steven j.Taylo, Kualitatif Dasar-dasar Penelitian, (Surabaya: Usaha 

Nasional, 1993), hlm.31. 
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sampling mengambil data hanya sesuai yang diperlukan, misalnya 

2 atau 3 kasus saja. 

b. Data Sekunder  

a) Monografi Desa Semagung 

b) Data-data literature diperoleh dari karya-karya tertulis yang 

berkaitan dengan nggado kambing yang diperoleh dari buku, 

jurnal, artikel, skripsi maupun sumber dari internet beberapa 

situs website yang ada. 

5.   Pendekatan Masalah 

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian skripsi ini 

adalah pendekatan normatif sosiologis. 

a. Pendekatan normatif:  karena pendekatan  yang digunakan untuk 

menjawab pokok masalah nomer dua yaitu bagaimana keterkaitan 

peraturan antara hukum Islam dengan aturan atau hukum lainnya 

serta implikasi dalam praktiknya . 

b. Pendekatan sosiologis yaitu: pendekatan yang dilakukan 

berdasarkan perilaku manusia yang terdapat di Desa Semagung 

Kecamatan Bagelen Kabupaten Purworejo. Selain itu juga dilihat 

dari sudut pandang sosial budaya serta tradisi yang ada dalam 

masyarakat setempat, yang dalam istilah penetapan hukum Islam 

sendiri dikenal dengan ‘urf. Pendekatan sosiologi digunakan untuk 

menjawab pokok masalah no satu. 

6. Analisis Penelitian 
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 Setalah diperoleh data-data di lapangan melalui penelitian yang 

dilakukan tentu diperlukan suatu analisis data yang valid untuk 

mengambil kesimpulan dari data-data yang diperoleh. Adapun metode 

analisis yang penulis gunakan deskriptif kualitatif yaitu dengan 

menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari 

orang-orang dan pelaku yang diamati dikaitkan dengan hokum yang 

berlaku, dengan cara Pengolahan data secara deduktif –induktif  metode 

berpikir yang menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk 

seterusnya dihubungkan dengan yang khusus. Penulis gunakan dalam 

menganalisa pokok masalah. Ketentuan-ketentuan yang masih umum 

yang ada dalam nas dijadikan landasan untuk menganalisis. bertitik 

tolak dari pengetahuan umum untuk menilai suatu kejadian yang lebih 

khusus. 

G. Sistematika Pembahasan 

 Pembahasan dalam skripsi ini terdiri dari lima bab, dengan urutan 

dan sistematika sebagai berikut: 

 Bab Pertama,berisi pendahuluan sebagai pengantar umum pada 

penulisan skripsi, dalam bab ini ada tujuh sub bab yaitu: latar belakang 

masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka 

teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. 

 Bab Kedua,berisi tentang pembahasan umum muḍᾱrabah, pokok 

pembahasan dalam bab ini bertujuan untuk mengetahui persoalan-

persoalan umum tentang pengertian muḍᾱrabah, dasar hukumnya, 
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muḍᾱrabah. Rukun dan syaratnya,macam-macam muḍᾱrabah, ketentuan-

ketentuan umum dalam pembiayaannya, hak dan batasan pemilik modal 

dan pengelola, pembagian keuntungan serta perselisihan kedua belah 

pihak, dan hal-hal yang dapat membatalkan muḍᾱrabah. sedangkan pada 

sub bab ketiga hanya menyinggung mengenai pengertian dan dasar hukum 

garar serta implikasinya dalam bermuamalah. 

 Bab Ketiga, penjelsan mengenai objek penelitian yang terdiri dari 

tiga sub bab. Sub bab pertama berupa gambaran keadaan geografis dan 

demografis wilayah Desa Semagung yang meliputi: keadaan penduduk, 

keadaan pendidikan, keadaan ekonomi, keadaan adat setempat serta 

keadaan agamanya. Kemudian sub bab kedua menjelaskan tentang praktik 

nggado kambing yang terdiri dari: pengertian, latar belakang, manfaat dan 

praktik pelaksanaan nggado kambing. Kemudian pada sub bab ketiga 

memaparkan tentang problematika yang muncul dalam pelaksanaan 

nggado kambing antara lain: apabila ada kambing yang mati, salah satu 

pihak membatalkan perjanjian serta salah satu pihak meninggal dunia. 

 Bab Keempat, analisis terhadap praktik nggado kambing menurut 

hukum adat dan hukum Islam, anatara lain membahas praktik nggado 

kambing dilihat segi akad, segi modal, segi pemeliharaan dan segi 

pembagian keuntungan. 

 Bab Kelima, penutup yang merupakan akhir dari pembahasan 

skripsi terdiri dari dua sub bab, yaitu sub bab kesimpulan dan sub bab 

saran. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Praktik nggadoh kambing di Desa Semagung 

Praktik nggadoh kambing yang ada di Desa Semagung yaitu 

hubungan kerjasama pengelolaan modal dalam bentuk pemeliharaan 

hewan ternak antara pihak pemilik kambing dengan pihak pemelihara 

kambing, cempe (anak kambing) merupakan modal awal dalam nggadoh 

kambing. Ijab dan qabul yang dilakukan masyarakat Desa Semagung 

hanya melalui lisan saja, karena perjanjian yang disepakati berlandaskan 

kepercayaan dan saling tolong menolong. Permasalahan pembagin hasil 

nggadoh kambing yang terjadi di Desa Semagung ada yang berdasarkan 

maro yaitu kambing yang dinggadoh dihargai dengan cara diuangkan 

terlebih dahulu baik modal maupun keuntungan dibagi dengan prosentase 

50% : 50%. Adapun cara lain yaitu dengan cara milih anak kambing, 

apabila kambing  yang dinggadoh merupakan kambing betina (peranakan) 

hanya melahirkan satu anak kambing atau cempe, maka cempe tersebut 

menjadi hak pemelihara, cempe kedua baru menjadi hak pemilik kambing. 

Penentuan pembagian hasil disepakati sejak awal terjadi akad.  

Pihak yang mempunyai kewenagan untuk menentukan cara 

pembagian keuntungan dari hasil nggadoh yaitu pihak yang dimintai atau 

diajak melakan nggadoh kambing baik itu pihak pemilik kambing atau 

pihak pemelihara kambing apabila dia  yang di minta untuk melakukan 
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nggadoh maka ia yang mempunyai kewenangan untuk menentukan cara 

pembagian keuntungan. Lama waktu dilaksanakan dalam akad praktik 

nggadoh kambing tidak ada batasan. 

1. Nggadoh Kambing Menurut Hukum Islam dan Hukum Adat 

Dalam hukum  Islam tidak ada dalil yang mengatur tentang 

kerjasama dalam pemeliharaan hewan ternak yang ada hanya tentang 

kerjasama dalam pengolan modal yang bertujuan untuk mendapatkan 

keuntungan yang dalam hukum Islam dikenal dengan Muḍᾱrabah. 

Nggadoh  kambing diqiyaskan dengan Muḍᾱrabah karena praktik 

nggadoh kambing sama dengan pengelolaan modal untuk mendapatkan 

keuntungan bersama hasil dari penjualan kambing yang dipelihara dengan 

pembagian keuntungan menggunakan prosentase. Pembagian keuntungan 

dengan cara milih anak kambing ini diperbolehkan dengan ketentuan awal 

disepakati akad harus menjelaskan apabila salah satu pihak mendapatkan 

bagian yang cacat maka harus ridho, karena apabila tidak dijelaskan dan 

tidak ada kesepakatan pada saat dilakukannya akad akan terdapat unsur 

garar atau ketidak pastian dalam pembagian keuntungan yang di 

sandarkan pada masa mendatang mengakibatkan akad menjadi cacat dan 

batal. Dalam akad Muḍᾱrabah segala sesuatu yang bisa mengakibatkan 

kerugian dan salah satu pihak merasa dirugikan sehingga menimbulkan 

ketidak relaan harus dihindari. Berdasarkan surat an-Nissa ayat 29 akad 

harus dilakun berdasarkan suka sama. Maka, praktik nggadoh kambing di 

Desa Semagung Kecamatan Bagelen Kabupaten Purworejo hukumnya 
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mubah (boleh) dengan ketentuan memenuhi rukun dan syarat Muḍᾱrabah 

baik dalam segi akad, modal maupun pembagian keuntungan. 

B. Saran   

Praktik  nggadoh kambing yang dilakukan oleh masyarakat Desa 

Semagung  merupakan kebiasaan yang baik, karena dapat saling 

memberikan manfaat terhadap sesama. Hanya saja ada beberapa hal yang 

masih perlu untuk ditambahkan seperti dalam halnya akad, akad akan 

lebih baik jika dilakukan tidak hanya dengan cara lisan saja tapi sebaiknya 

disertai dengan adanya pencatatan seperti pencatatan jumlah,  jenis cempe, 

harga cempe, yang menjadi modal awal pada saat itu karena harga jual 

kambing sewaktu-waktu bisa berubah, dengan dilakukannya pencatatan 

seperti ini untuk mengetahui apakah praktik nggadoh kambing 

menguntungkan atau merugikan, dan agar tidak menimbulkan salah satu 

pihak merasa dirugikan. Pencatatan ini berdasarkan firman Allah swt 

dalam surat al-Baqarah ayat 281: 

...يأيها الرين ءامنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه
1

 

Pembagian keuntungan dengan cara milih harus ada kesepakatan 

terlebih dahulu mengenai apabila salah satu pihak mendapatkan cempe 

yang cacat. Karena praktik nggadoh kambing dilakukan berdasarkan 

kepercayaan dan saling tolong menolong, maka jangan sampai pemutusan 

praktik nggadoh mengakibatkan salah satu pihak yang merasa dirugikan 

dan hilangnya kepercayaan antara pihak yang melakukan akad. 

                                                           
1
  Al-Baqarah (2): 281. 
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Lampiran I 

DAFTAR TERJEMAHAN 

 

NO HLM 
FOOT 

NOTE 
TERJEMAH 

   BAB I 

1 12 15 

“Hai orang-orang yang beriman jangalah kamu 

memakan harta sesama kamu dengan jalan yang 

bathil, kecuali denga adanya rasa suka rela (ridha) 

diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh 

dirimu; sesungguhnya Allah adalah maha 

penyayang kepada mu.” 

 

2 

 

14 

 

20 

“dan orang-orang yang berjalan dimuka bumi 

mencari sebagian karunia Allah.” 

3 16 24 

“Pada dasarnya hukum dari segala sesuatu 

(mu’amalah) itu adalah boleh sampai ada dalil 

yang melarangnya.” 

4 18 25 

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu 

jadi orang-orang yang selalu menegakkan 

(kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan 

adil. Dan janganlah sekali-kali kebencian mu 

terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk 

berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu 

lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah 

kepada Allah, sesunggunya Allah Maha 

Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” 

5 21 30 “Adat itu bisa dijadikan patokan hukum” 

   BAB II 



7 29 1 

“Pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan 

kabul (pernyataan penerima ikatan)sesuai dengan 

kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek 

perikatan”. 

8 34 15 
“Dia-lah Allah yang menjadikan segala yang ada 

dibumi untuk kamu.” 

9 

 
43 45 

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia 

(rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu.” 

10 44 46 

“Dari shuhaib r.a bahwa nabi saw bersabda: ada 

tiga perkara yang didalamnya terdapat keberkahan: 

(1) jual beli tempo, (2) muqaradhah (mencampur 

gandum dengan jagung untuk dimakan dirumah 

bukan untuk dijual. (HR. Ibnu Majah)” 

    BAB IV 

14 74 3 “Hai orang-orang yang beriman jangalah kamu 

memakan harta sesama kamu dengan jalan yang 

bathil, kecuali denga adanya rasa suka rela (ridha) 

diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh 

dirimu; sesungguhnya Allah adalah maha 

penyayang kepada mu.” 

   BAB V 

15 86 1 Hai orang-orang yang beriman apabila kamu 

bermu’amalah tidak seara tunai untuk waktu yang 

ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.  
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PEDOMAN WAWANCARA 

Kepada Pengelola Kambing 

1. Apakah yang saudara ketahui tentang Nggado Kambing ? 

2. Apa yang mendorong saudara untuk melakukan nggado kambing ? 

3. Bagaimana akad nggado kambing yang dilakukan oleh masyarakat 

Semagung ? 

4. Terkait operasional, bagaimana sistem operasional dari praktek nggado 

kambing Desa Semagung ? 

5. Bagaimana pembagian keuntungan dari nggado kambing ? 

6. Apabila mengalami kerugian siapa yang menanggungnya ? 

7. Siapa pihak yang menanggung biaya pengobatan ketika kambing 

peliharaan tersebut sakit ? 

8. Berapa lama proses nggado kambing dilakukan sampai penjualan ? 

9. Apabila terjadi perselihan apa yang saudara lakukan ? 

10. Bagaimana kelanjutan praktek nggado kambing, apabila salah satu pihak 

ada yang meninggal ?  
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PEDOMAN WAWANCARA 

Kepada Pemilik Modal 

1. Apa yang saudara ketahui tentang nggado kambing ? 

2. Apa yang mendorong saudara dalam memberikan modal nggado kambing? 

3. Bagaimana akad nggado kambing yang dilakukan oleh saudara dengan 

pengelola ? 

4. Siapa yang menanggung biaya operasional ? 

5. Bagaimana pembagian keuntungan dari kambing ini ? 

6. Apabila mengalami kerugian siapa yang menanggungnya ? 

7. Siapa pihak yang menanggung biaya pengobatan ketika sapi peliharaan itu 

sakit ? 

8. Berapa lama proses nggado kambing dilakukan sampai penjualan ? 

9. Apabila terjadi perselisihan apa yang saudara lakukan ? 

10. Bagaimana kelanjutan praktek nggado kambing, apabila salah satu pihak 

ada yang meninggal ? 
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